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Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah kajian dalam konteks pendidikan nasional yang
berperan penting sebagai pembentuk karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi
pendidikan kewarganegaraan untuk pelanggaran ham yang terjadi di era revolusi 4.0. Metode
penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang cara
mengumpulkan datanya adalah dengan membaca serta menganalisis dari berbagai sumber referensi.
Dalam artikel ini, penulis menggunakan referensi dari berbagai jurnal, buku atau e-book, serta media
online lainnya. Selanjutnya, penulis juga melihat beberapa kejadian dan berita yang beredar di
masyarakat sebagai langkah untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukan
adanya pelanggaran ham dalam era revolusi 4.0 dan tentu pendidikan kewarganegaraan memiliki
peran penting dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi.
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PENDAHULUAN

Salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran
penting untuk pembentukan karakter di tengah keanekaragaman di indonesia adalah
pendidikan kewarganegaraan. Kenyataan keanekaragaman dan kemajemukan ini di
gambarkan dalam bhineka tunggal ika. Saat ini sedang di marakan pembentukan karakter dan
penerapan nasionalisme di kehidupan nyata. Kualitas sumber daya manusia saat ini menjadi
tantangan tersendiri untuk mengajar pendidikan kewarganegaraan di era milenial
(Annisa&Dinie, 2021). Hak dasar yang di miliki oleh setiap manusia yang di miliki sejak
manusia itu lahir adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilaksanakan dengan tidak
melanggar hak asasi manusia lain. Tindakan tidak manusiawi bila mengabaikan hak orang lain
untuk memperjuangkan hak sendiri. Ketaatan terhadap peraturan tentu penting karena kita
hidup berbatasan dengan hak orang lain (Nadziroh). Hak asasi manusia tentu perlu di
mengerti oleh setiap manusia, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan
menambah pengetahuan tentang hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia
dapat di sebabkan karena ketidak tahuan masyarakat tentang hak asasi manusia. Dengan ini
di era revolusi 4.0 penting bagi masyarakat memperlajari pendidikan kewarganegaraan untuk
mengurangi pelanggaran terhadap hak asasi manusia lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab banyaknya masyarakat yang
melanggar hak asasi manusia dan seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi
masyarakat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini
adalah library research atau penulisan yang berdasarkan pada literatur atau metode
kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang cara mengumpulkan datanya
adalah dengan membaca serta menganalisis dari berbagai sumber referensi. Dalam artikel ini,
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penulis menggunakan referensi dari berbagai jurnal, buku atau e-book, serta media online
lainnya. Selanjutnya, penulis juga melihat beberapa kejadian dan berita yang beredar di
masyarakat sebagai langkah untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian penulis
juga melakukan analisis data berdasarkan referensi yang telah diperoleh dengan mengikuti
langkah-langkah sebagai berikut: 1) menentukan judul artikel; 2) menentukan tujuan
pembahasan; 3) mencari data yang berkaitan dengan tujuan pembahasan; 4) terakhir adalah
mengkategorikan dan melakukan penulisan (Salsabila, Wahyuni, & Nurgiansyah, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman masyarakat baik suku,
agama, budaya dan lain sebagainya. Hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu lahir
sebab itu manusia bebas memilih dari berbagai keanekaragaman yang ada. Pendidikan
kewarganegaraan merupakan kajian penting dalam kajian pendidikan di indonesia. Dalam era
revolusi 4.0 Pendidikan kewarganegaraan berperan penting mendampingi msayarakat untuk
mengerti dan menanamkan hak asasi manusia sebagai bentuk nasionalisme dan kemanusiaan.
Pendidikan kewarganegaraan bukan lagi sesuatu yang baru dalam konteks pendidikan.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan menjadikan
msayrakat demokratis, melalui kesadaran pada generasi milenial bahwa demokrasi bentuk
yang menjamin hak hak masyarakat.(Berlian&Dinie,2021). Pendidikan kewarganegaraan juga
mengingatkan betapa pentingnya nilai hak dan kewajiban manusia dalam hidup berbatasan
dan berdampingan dengan banyak manusia lain di dunia.

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang di tujukan untuk manusia itu sendiri, hak
asasi manusia adalah apa apa yang sudah di miliki manusia sejak ia lahir kedunia. Hak asasi
manusia tentunya berhak di tuntut oleh setiap manusia yang hidup di dunia, namun dengan
hal ini berarti setiap manusia memiliki hak nya masing masing. Manusia tentu nya hidup
berdampingan dengan manusia lain dimana setiap manusia harus menghargai hak yang di
miliki manusia lain yang hidup berdampingan dengan nya. Sangat egois bila menusaia
mementingkan hak diri nya sendiri hingga mengabaikan hak orang lain. Tentu hal ini
dikatakan tidak manusiawi karena dasar nya di samping hak manusia juga memiliki
kewajiban sebagai manusia yang salah satu nya adalah kewajiban menghargai hak orang lain.
Di era revolusi 4.0 banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat
terkhusus dalam bidang pendididikan. Saat ini banyak sekali kasus pembullyan yang terjadi di
jenjang pendidikan baik sekolah dasar hingga sekolah menengah. Hal ini menjadi contoh
permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kehidupan sehari hari. Diluar
jenjang pendidikan juga kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya
pengetahuan tentu dapat menjadi salah satu faktor pelanggaran yang kerap sekali sering
dilakukan. Dalam pendidikan kewarganegaraan di tekankan materi tentang hak dan
kewajiban manusia. Tentu dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan juga mempelajar
konteks manusiawi dan kewajiban menghargai hak manusia lain dalam hidup berdampingan.
Dalam era revolusi 4.0 sangat penting di tekakan pembelajran pendidikan kewarganegaraan
hingga dapat mengurangi masalah masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi
belakangan ini.

KESIMPULAN

Pada era digital saat ini, teknologi yang digunakan berkembang sangat pesat. Semakin
lama semakin canggih. Hal ini disebabkan karena gebrakan baru yang terdapat pada era
revolusi industri 4.0. Kecanggihan media digital dapat dijadikan sebagai contoh, setiap anak,
remaja bahkan hingga orang tua mulai merasakan kecanggihan teknologi zaman sekarang.
Setiap kalangan sudah pasti memiliki alat komunikasi berupa handphone yang sangat
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memudahkan dalam berbagai aspek, dan sudah pasti setiap dampak positif akan diiringi
dengan dampak negatif yang akan membuat setiap orang mudah melakukan segala hal, baik
maupun buruk. Salah satunya adalah melakukan pembullyan online yang tergolong ke dalam
pelanggaran hak asasi manusia (Salsabila, Wahyuni, & Nurgiansyah, 2023). Agar tidak terikut
arus era digital saat ini, sebagai warga negara yang baik diperlukan dasar dan penanaman
pengertian tentang kewarganegaraan itu sendiri serta peningkatan karakter diri. Dalam
meningkatkan karakter, di negara Indonesia terdapat tiga mata pelajaran yang diwajibkan
ketika berada di bangku sekolah, yaitu, pendidikan bahasa, pendidikan agama dan pendidikan
kewarganegaraan (Bani, & Dewi, 2021). Terdapat peran dari pendidikan kewarganegaraan
yaitu sebagai salah satu pendidikan yang digunakan untuk manifestasi guna meningkatkan
bentuk-bentuk kesadaran setiap masyarakat untuk saling menghormati, memahami serta
menghargai hak-hak mereka antarsesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan juga
berperan untuk keseimbangan, kesetaraan dan keadilan pada hak-hak yang akan dijalankan
oleh setiap warga negara, yang artinya tidak berimplikasi pada keegoisan masing-masing
individu yang akan menjadi alasan ketidacocokan di dalam setiap masyarakat di dalam
menjalankan hak-hak mereka (Isnin, & Wardhani, 2021).
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